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MOTTO 

. “Naik Panggung Tanpa Persiapan, Turun Panggung Tanpa 

Penghormatan” 

ESENSI PANGGUNG : Esensi Panggung adalah perhatian, dimana dia berdiri, 

disitulah pusat atensi, lampu sorot layar bergulung, dan tepuk sorak itu adalah 

jangkar yang mengaitkan panggung dengan ekstasi. Luapan emosi, inspirasi dan 

apresiasi. Demikianlah, siapa yang mengisi panggung, memangku amanat 

tersebut. Memperlihatkan sisi terbaik, kilau paling cerah dari polesan diri, yang 

dikilapkan oleh latihan berulang kali. Dunia itu panggungmu, tempat 

menampilkan sisi terbaik hidupmu, bukan yang biasa-biasa, ia menuntut yang luar 

biasa. Karena nanti, saat layar menutup, dan lampu podium menjadi redup. 

HANYA PELAKON TERBAIK KISAHNYA LESTARI. 
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ABSTRAK 

KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGI OBJEK TANAH 
TERLANTAR 

Asri Dwi Purwanti 
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik 

 
Kepastian hukum Hak Milik atas tanah pada tanah terlantar berangkat dari 

adanya ketegangan antara prinsip perlindungan hak individual sebagaimana 

dijamin dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan kewenangan negara untuk 
mengatur serta mencabut hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan 

fungsi sosialnya. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimanakah 
pengaturan hukum mengenai Hak Milik atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah 
terlantar dalam sistem hukum agraria nasional berdasarkan Undang-Undang 

Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang 
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; dan 2) Apakah penetapan dan 

penertiban tanah terlantar telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum yang proporsional bagi pemegang Hak Milik atas tanah. 

Dalam penelitan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual 
(conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan 

pendekatan historis (historical approach). 
 Hasil pembahasan pertama bahwa pengaturan hukum mengenai Hak 

Milik atas tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tetap mengakui keberadaan hak milik, namun 
hak tersebut dapat dicabut apabila tanah tidak diusahakan, digunakan, atau 
dimanfaatkan sesuai fungsinya. Meskipun demikian, masih terdapat kekaburan 

norma terkait batasan penelantaran tanah yang berpotensi menimbulkan 
perbedaan penafsiran dan mengurangi perlindungan terhadap hak milik. Dan 

kedua bahwa kepastian hukum bagi pemegang Hak Milik atas tanah yang 
ditetapkan sebagai tanah terlantar diwujudkan melalui prosedur administratif yang 
jelas, mulai dari peringatan hingga penetapan serta pemberian hak untuk 

mengajukan keberatan dan upaya hukum. Namun, kepastian hukum tersebut 
belum optimal karena masih terdapat kekaburan norma mengenai kriteria tanah 

terlantar yang menyebabkan perbedaan interpretasi dan ketidakseragaman dalam 
penetapannya. 

 

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Hak Milik; Tanah Terlantar. 
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ABSTRACT 

LEGAL CERTAINTY OF LAND OWNERSHIP RIGHTS AS OBJECT OF 
ABANDONED LAND 

Asri Dwi Purwanti 
Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik 

 
Legal certainty of Ownership Rights over land concerning abandoned land 

arises from the tension between the principle of protection of individual rights as 

guaranteed in the Basic Agrarian Law and the authority of the state to regulate 
and revoke rights to land that are not utilized according to their social function. 

The author raises two issues, namely: 1) How is the legal regulation regarding 
Ownership Rights over land designated as abandoned land in the national 
agrarian law system based on the Basic Agrarian Law and Government 

Regulation Number 48 of 2025 concerning the Management of Abandoned Areas 
and Land; and 2) Whether the designation and management of abandoned land 

have provided legal certainty and proportional legal protection for holders of 
Ownership Rights over land. 

In this research, the author uses normative legal research methods with 

three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and 
historical approach. 

The result of the first discussion is that the legal regulation regarding 

Ownership Rights to land designated as abandoned land under Government 
Regulation Number 48 of 2025 still recognizes the existence of ownership rights; 

however, such rights may be revoked if the land is not cultivated, used, or utilized 
according to its function. Nevertheless, there is still ambiguity in the norms 
regarding the limits of land abandonment, which may lead to differences in 

interpretation and reduce protection of ownership rights. The second result is that 
legal certainty for holders of Ownership Rights to land designated as abandoned 

land is realized through a clear administrative procedure, ranging from warning 
to determination and granting the right to file objections and legal remedies. 
However, this legal certainty is not yet optimal due to existing ambiguity in the 

norms regarding the criteria for abandoned land, causing differences in 
interpretation and inconsistency in its determination. 

 

Keywords: Legal Certainty; Ownership Rights; Abandoned Land. 
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